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2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lernbar an Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1822) ; 

3. Undang - ndang Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diu bah dengan Undang -uridang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3569 ); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 

c. bahwa ber dasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah t e nt arig Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan se bagairnana dimaksud dalam 
huruf a, merupakan perwujudan dar i Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalarn kebijakan umum APBD serta 
prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antar a Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tan ggal 11 Nopember 2015; 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 
ten tang Pem rintahan Dae rah. Ke pal a Dae rah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk rnernperoleh persetujuan bersama; 

BUPATI BUTON TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TEUGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

TENTANG 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROPINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 
NOMOR 03 TAHUF. 2015 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Ke u arigan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambah an Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daer ah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 l : 

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per at u ran Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer ah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana t e lah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagai.rnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan An tar a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daer ah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor.esia Nomor 4421 ) ; 

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembarah 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

5. Undang - Undang Nomor 17 Tah u n 2003 tentang Keuangan Negara ( Lernbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

6. Undang - Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang - Undang Nornor 15 T, hun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Hornor 52 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tah u n '..2015 Nomor 903); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke u angan Daer ah , sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Peru bah an Kedu a Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu an Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5410) ; 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah Daerah 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Tunjangan Jabatan Strukt ural: 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 ); 

.. 
( Lembaran Negara Republik 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kirierja Instansi Pemerintah 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembina.an dan Pengawasan Atas Periyele nggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pcdoman Penyusunan dan Penerapan St an dai Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI 4585 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 
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2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.200.825.000,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 742.000.000,00 
c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 3.426.616.000,00 

terdiri dari : 
Rp. 5.369.441.000,00 
Rp. 508.804.340.360,00 
Rp. 52.091.021.249,00 

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 
b. Dana Perimbangan sejumlah 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah 

Pasal 2 

Siaa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan 

42.667.203.625,00 

Rp. 
Rp. 

45.928.203.625,00 
3.261.000.000,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 
b. Pengelu aran 

Pembiayaan Netto 

(42.667 .203.625,00) 

794.644.800.836 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran :2016 sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah Rp. 566.264.802.789,00 
2. Belanja Daerah Rp. 608.932.006.414,00 

Surplus/ ( Dejuit) 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN i3ELANJA DAERAH KABUPATEN 
BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

Menetapkan 

MEMUTUSK.AN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAl'i RAKYAT DARRAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

dan 
BUPATI BUTON TENGAH 

iv 
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.. 
1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 45.928.203.625,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.261.000.000,00 

Paaa.1 4 

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I J huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 14.969.206.200,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 63.906.283.235,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 268.432.873.050,00 

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 171.819.872.580,00 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 19.120.000.000,00 
c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 70.433.771.349,00 
d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 250.000.000,00 

261.623.643.929,00 
34 7 .308.362.485,00 

terdiri dari : 
Rp. 
Rp. 

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 
b. Belanja Langsung sejumlah 

Paaa.1 3 

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah Sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi scju mlah Rp. 4.490.894.429,00 
c. Dana Penyesuaian Dem Otonorni Khusus Rp. 42.825.127.C,OO,OO 
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah 

Daerah Lainnya seiumlah Rp. 3.275.000.000,00 

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 16.567.962.POO,OO 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 361.617.694.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 130.618.684.360,00 ~- 
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Pasal 6 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Dae ah sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pernevintahan Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerin·ahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan P, merintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk K, selarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fu ngsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 
6. Larnpiran VI Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan da 1 Per Jabatan; 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h aru s memenuhi kriteria sebagai berikut ; 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemer intah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah da.-r ah ; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap an ggar an dalam r angka pernu lih an yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

3 Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebaaaima.a dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masvar akat vang angzarannva belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda ,kan menimbulkan ker uzian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat. 

Pasal !:. 
Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemer mtah 0aerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum terscdia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dnlarn laporan realisasi anggaran. 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru f b terdiri dari jenis pembiayaan: 
a Pembayaran Pokok Utang sejurnlah Rp. 3.261 .000.000,00 

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelu mnya 

(SiLPA) sejurnlah Rp. 45.928.203.625,00 

V1 

2. 

~ 
3 . 

-« 

1. 

2. 
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